BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 7/650/ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
' DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

| Menimbang : bahwa untuk melaksanakan keténtua.n Pasal 125 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

| : _ Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .'200%/
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara RepuBlik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
| Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan' Daerah (Lembaran /
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

‘11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahux://
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2005-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor
1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Tahun 2017 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 39 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Tipe A
Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan pengumpulan/pengolahan data dan informasi;

2. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun//
2022;



3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta
dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan
Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2022;

4. Merumuskan rencana, program, Kkegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun
2022 termasuk lokasi kegiatan;

5. Melakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja Diﬁas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun
2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun bertanggungjawab

dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. /

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 Januari 20621

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN

RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022

PENANGGUNGJAWAB: KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

KETUA

ANGGOTA TIM

PERMUKIMAN SERTA  PERTANAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

1. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE; |

2. KEPALA  BIDANG  PEMBANGUNAN  DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3.KEPALA  BIDANG  PENGENDALIAN  DAN
PENGAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA BIDANG PERTANAHAN  PADA DINAS
PERUMAHAN ~ RAKYAT  DAN  KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
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5. KEPALA SEKSI PERENCANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA BIDANG PERENCANAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6. KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN PADA
BIDANG PERENCANAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

ANGGOTA PENUNJANG : STAF PELAKSANA PADA BIDANG PERENCANAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. /

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA




